Nomor : S-373/MK/KN/2025 12 Juni 2025

Sifat . Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Penelahaan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Tahun 2025 pada Mahkamah Agung RI

Yth. Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 542/SEK/PL1.2.1/IV/2025 tanggal 17 April
2025 hal Permohonan Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
Mahkamah Agung Rl Tahun Anggaran 2025, pada prinsipnya kami menyetujui Hasil Penelaahan
RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMN dapat dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut.

1. RKBMN Hasil Penelaahan menyajikan informasi berupa satuan BMN yang direkomendasikan
untuk dilakukan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan/atau
penghapusan.

2. RKBMN Hasil Penelaahan untuk pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN dapat
mengakibatkan belanja modal dan belanja barang dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran.

3. RKBMN Hasil Penelaahan untuk pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan/atau
penghapusan BMN digunakan sebagai dasar dalam proses pengelolaan BMN lebih lanjut.

4. RKBMN Hasil Penelaahan dapat diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan perubahan.

5. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Rionald Silaban
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Tembusan:

1. Menteri Keuangan

2. Direktur Jenderal Anggaran

3. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
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